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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam bidang perekonomian pada masa
globalisasi saat ini, terutama pada sektor keuangan menimbulkan banyak
munculnya platform penyedia layanan fintech. Salah satunya layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut
pinjaman online.! Dengan adanya layanan pinjaman online tersebut, menjadi
pilihan masyarakat untuk melakukan pinjaman saat mereka mengalami
kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Proses transaksi pinjaman yang sangat mudah, dapat dilakukan secara
online dan hnya menggunakan data pribadi sebagai persyaratan. Bentuk data
pribadi yang digunakan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor
handphone, nomor kartu kredit dan debit. Data pribadi yang telah diberikan
konsumen sebagai persyaratan pinjaman menjadi kewajiban penyelenggara
layanan untuk menjaga kerahasiaannya.?

Sarana perlindungan hukum sangat diperlukan dalam perjanjian
transaksi pinjaman online untuk melindungi konsumen. Salah satunya

perlindungan data pribadi, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari
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dari kebocoran data pribadi yang dapat terjadi dalam perjanjian transaksi
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 26 PERMEN
KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
Sistem Elektronik.* Penyedia layanan pinjaman hanya dapat menggunakan
data pribadi konsumen sebagai syarat untuk melakukan transaksi pinjaman.
Dalam proses transaksi apabila terjadi pembocoran data pribadi, maka hal
tersebut merupakan suatu tindak pelanggaran privasi konsumen.

Upaya perlindungan hukum apabila terjadi kebocoran data pribadi
telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa “dimana
setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan
tujuan untuk memperoleh Informasi, transaksi elektronik dan dokumen
elektronik”.®

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK
merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan
pengawasan dalam sektor jasa keuangan. ® Selain itu, pembentukan Otoritas

Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen
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maupun masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Otoritas Jasa
Keuangan menerapkan langkah-langkah dan strategi untuk mewujudkan
penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang tertib, adil, transparan, dan
tanggung jawab.

Sebagai lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan, Otoritas
Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap
fintech peer to peer lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi. Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan yaitu dengan melakukan pengawasan secara offsite dan onsite.
Pengawasan offsite dilakukan melalui laporan berkala dan laporan insidential
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pengawasan onsite dilakukan
melalui pemeriksaan secara langsung kepada penyelenggara layanan.’

Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewajiban kepada penyedia
layanan untuk memberikan laporan keuangan bulanan dan tahunan. Hal
tersebut dilakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana jalanannya
suatu penyedia layanan.® Apabila dalam berjalannya transaksi layananan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat penyedia
layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan dan terbukti
melakukan pelanggaran, maka penyedia layanan akan mendapat sanksi sesuai

dengan aturan yang berlaku.
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Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan peran dan fungsi OJK, termasuk
perannya sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, salah
satunya dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya memberikan perlindungan terhadap
konsumen atau pengguna layanan untuk menjaga keamanan dan memberikan
kepastian hukum.®

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, OJK telah
menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengelolaan terpadu terhadap
seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.l® Otoritas Jasa keuangan
berwewenang mengatur dan mengawasi kegiatan fintech. Dengan tujuan
untuk mencegah kecurangan penyedia layanan dan pegawai layanan, serta
membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam
mencapai tujuannya.

Dalam upaya membantu lancarnya suatu kegiatan transaksi layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan
memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia layanan.!!

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia layanan dalam
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perjanjian transaksi pinjaman yaitu, penyedia layanan wajib menjaga
kerahasiaan data pribadi konsumen.}? Hal tersebut bertujuan agar tidak
terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi kepada pihak ketiga.

Pada dasarnya penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi sebenarnya hanya sebatas penyedia platform. Penyedia
layanan menjadi perantara antara kreditur dan debitur untuk melakukan
perjanjian perdata. Oleh karena itu, segala resiko yang terjadi akibat
perjanjian transaksi layanan pinjam meminjam menjadi tanggung jawab
masing-masing pihak.'3

Penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman wajib membaca dan
memahami informasi dan ketentuan yang diberikan oleh platform penyedia
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam
kegiatan transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi atau pinjaman online terdapat beberapa keuntungan dan kerugian
yang akan berdampak kepada konsumen.*

Adapun keuntungan transaksi secara online yaitu, pengguna dapat
mengakses layanan dengan mudah secara online, tanpa harus melakukan

transaksi secara langsung dan bertatap muka. Namun kerugiannya, apabila
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pengguna tidak berhati-hati dalam menggunakan layanan maka akan timbul
berbagai dampak buruk yang dapat terjadi.

Untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi dalam transaksi
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman
online seperti ini, maka harus tercapainya tujuan bersama seperti dalam
kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila dalam proses transaksi
pinjaman tidak sesuai dengan harapan penyelenggara layanan, maka
pengguna layanan akan diperlakukan tidak menyenangkan

Terdapat salah satu kasus pelanggaran dalam kegiatan layanan
fintech, yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi legal.’® Platform layanan tersebut berada dalam pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan. Pada kasus pengaduan beberapa konsumen, layanan
tersebut dirasa telah menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

Konsumen layanan mendapatkan teror dari debt collector berupa
ancaman penyebaran data pribadi dan kata-kata kasar. hal ini terjadi karena
konsumen layanan yang terlambat membayar cicilan. Dalam penyelidikannya
menunjukkan adanya beberapa karyawan layanan tersebut yang terindikasi
melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) saat melakukan

penagihan.
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Manajemen layanan tersebut telah mengambil tindakan tegas berupa
pemberian sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manajemen layanan
juga telah memastikan karyawan tersebut masuk dalam daftar hitam
(blacklist) profesi penagihan. Apabila terbukti terdapat unsur pelanggaran
hukum, maka akan segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam hal ini OJK telah memberikan surat peringatan kepada layanan
tersebut.®

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan No.10/POJK.05/2022
Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai
perubahan atas peraturan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturannya memberi
ketentuan atas perlindungan data pribadi konsumen dalam menggunakan
layanan.!” Sebagai penyedia layanan fintech harus mengikuti ketentuan POJK
dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen.
Seperti dalam hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan
lembaga pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penyelenggara
layanan pinjaman wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan

data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data
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diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan”.*® Hal ini berarti pihak pemberi
pinjaman memiliki kewajiban untuk menyimpan secara rahasia data pribadi
peminjam mulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dirancang hingga
setelah perjanjian tersebut terjadi.

Perlindungan Konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi telah diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 2 POJK Nomor
1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa perlindungan konsumen menerapkan
prinsip sebagai berikut:®

1. Transaparansi

2. Perlakuan yang adil

3. Keandalan

4. Kerahasiaan dan keamaan data atau informasi konsumen

5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara
sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dalam
melindungi hak pribadi seseorang pada Pasal 26 ayat (1) mengatur mengenai
penggunaan data pribadi seseorang yang mana harus dilakukan berdasarkan
adanya persetujuan pemilik data pribadi.?° Perihal perlindungan data pribadi
dalam transaksi layanan fintech, diharapkan lembaga yang memiliki

wewenang untuk dapat bertindak lebih aktif dalam memberantas kejahatan
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fintech yang saat ini sangat meresahkan bagi konsumen atau masyarakat
pengguna layanan fintech.?
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan data pribadi bagi konsumen dalam perjanjian
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam
memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian
layanan pinjam meminjam uang berbasi teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi bagi konsumen dalam
perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan
dalam memberikan perlindungan data pribadi konsumen dalam
perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasi teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberi pengetahuan dan informasi yang lebih jelas mengenai peran
Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dalam bidang
perekonomian terutama dalam pinjaman berbasis teknologi informasi/

pinjaman online, khususnya dalam perlindungan data pribadi konsumen.
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2. Manfaat Praktis
Memberi informasi yang lebih jelas kepada khalayak mengenai peran
Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya memberikan perlindungan data
pribadi kepada konsumen pinjaman online, sehingga dapat
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam

melakukan pinjaman online.
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